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BAB I



PENDAHULUAN



1.1. Pengantar Pelaksanaan Anggaran Tahun 2013 Perekonomian Indonesia selama semester II tahun 2013 menunjukkan kecenderungan melambat. Penyebabnya dari sisi eksternal ekonomi Indonesia menghadapi gejolak pasar keuangan global akibat rencana The Fed yang melakukan pengurangan (tampering-off) atas stimulus moneter di Amerika Serikat, diikuti terjadinya Capital Outflow yang membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencapai titik terendah, kemudian tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang menyebabkan cadangan devisa menurun. Sementara itu dari sisi internal, tekanan inflasi yang sangat tinggi akibat dampak tekanan konsumsi dari libur sekolah, Hari Raya Idul Fitri dan memjelang tahun ajaran baru, dampak penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM), diikuti kenaikan BI Rate sebanyak tiga kali. Upaya Pemerintah untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi dengan mengeluarkan beberapa paket kebijakan yang telah dilakukan untuk memberikan stimulus kepada sektor riil dan menjaga daya beli masyarakat. Salah satu bentuk kebijakan fiskal pemerintah dapat dilihat dari alokasi dana dan programprogram yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam amanat Undang Undang Keuangan Negara menyebutkan bahwa APBN berfungsi sebagai alat kebijakan ekonomi, manajemen dan akuntabilitas pemerintah.Sebagai instrumen kebijakan ekonomi terutama kebijakan fiskal (fiscal policy), APBN mencakup penerimaan dan pengeluaran negara yang dialokasikan dan diarahkan untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. APBN sebagai instrumen stabilitas dan katalisator pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memberikan efek pengganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi yang diharapkan berpengaruh positif terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya. Dalam pelaksanaannya, keberhasilan APBN sebagai salah satu variabel pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada kondisi perekonomian domestik maupun internasional. Pada saat ini dan beberapa tahun ke depan, APBN masih dihadapkan pada tantangan adanya krisis keuangan global yang dipicu oleh defisit anggaran pada beberapa negara di Uni Eropa, Amerika dan Jepang yang disebabkan membengkaknya pinjaman dan sulitnya likuiditas keuangan. Krisis-krisis tersebut dapat menekan efisiensi dan efektivitas APBN. Faktor keterbatasan sumber pendapatan negara di dalam negeri dan rentannya kondisi ekspor impor Indonesia terhadap kondisi pasar dunia, menuntut Pemerintah Indonesia untuk lebih berpikir keras untuk mengoptimalkan dana APBN yang ada untuk dapat membiayai jalannya roda pemerintahan dan pembangunan. Dalam Undang Undang APBN tercantum Belanja Negara tahunan yang selanjutnya dituangkan secara rinci ke dalam dokumen pelaksanaan anggaran, atau disebut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Alokasi anggaran yang tertuang dalam DIPA setiap tahunnya cenderung meningkat secara signifikan. Total pagu belanja pemerintah pusat yang tercatat pada akhir tahun 2013 sebesar Rp1.196,8 triliun, meningkat sebesar Rp127,3 triliun atau 12 % dari pagu akhir tahun anggaran 2012. Peningkatan pagu ini harus ada sinergi dengan perbaikan realisasi anggaran agar peningkatan belanja Kementerian Negara/Lembaga dapat berjalan secara optimal. Untuk mencapai tujuan ini, salah satunya dapat dicapai dengan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan anggaran. Dari hasil laporan monev pelaksanaan setiap semester, disusun Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) yang pelaksanaannya menggunakan pendekatan secara bottom up yang dimulai dari lingkup wilayah, regional/sektoral, dan nasional. Pendekatan secara bottom upmemungkinkan
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deskripsi dan diagnosis pelaksanaan anggaran dilakukan secara komprehensif dan mendalam, sehingga permasalahan yang diidentifikasi dapat bersifat konkret, dan pada gilirannya solusi yang dihasilkan menjadi tajam dan spesifik. RPA dapat memuat gambaran umum capaian pelaksanaan anggaran, diagnosis (analisis permasalahan) pelaksanaan anggaran, hasil reviu belanja tematik (penugasan khusus) maupun reviu proses bisnis pelaksanaan anggaran. 1.2. Tujuan Reviu Pelaksanaan Anggaran ini dibuat terutama sebagai alat untuk melakukan diagnosis terhadap pelaksanaan anggaran, sekaligus sebagai laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Dengan kata lain laporan ini merupakan laporan manajerial untuk mendukung pengambilan kebijakan, terutama pada aspek pelaksanaan anggaran. Sebagai laporan diagnosis pelaksanaan anggaran, laporan ini menyajikan capaian-capaian dan permasalahanpermasalahan pelaksanaan anggaran. Demikian pula, sebagai laporan monitoring evaluasi, laporan ini menyajikan hasil monitoring dan evaluasi. Monitoring pelaksanaan anggaran merupakan suatu proses yang meliputi kegiatan pemantauan, pengumpulan, pengelompokan, dan pengolahan data-data pelaksanaan anggaran, serta permasalahan-permasalahannya. Sedangkan evaluasi pelaksanaan anggaran adalah suatu proses kegiatan penilaian dan pengukuran terhadap penyerapan anggaran diikuti dengan analisis hal-hal yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran. Dengan demikian, laporan ini setidaknya dibuat untuk beberapa tujuan di bawah ini: 1. Untuk memberikan informasi mengenai capaian-capaian pelaksanaan anggaran semester II pada tahun anggaran 2013; 2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran; 3. Untuk menilai kinerja pelaksanaan anggaran, dan; 4. Untuk merumuskan langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka perbaikan pelaksanaan anggaran. Laporan ini juga ditujukan sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan percepatan penyerapan anggaran dan regulasi di bidang pelaksanaan anggaran bagi Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN), dan Kementerian Negara/Lembaga selaku Pengguna Anggaran. Selain itu, laporan ini dapat didiseminasikan kepada pihak lebih luas sebagai upaya peningkatan keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan anggaran. 1.3. Metode Metode yang digunakan dalam penyusunan Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2013 ini adalah deskriptif analitis terhadap belanja pemerintah. Pelaksanaan belanja pemerintah disajikan melalui deskripsi atas pagu DIPA 2013, kondisi penyerapan anggaran pada tahun anggaran 2013, sekaligus menganalisis faktor-faktor penyebab dari rendahnya penyerapan anggaran. Pada laporan ini juga disajikan capaian output DIPA tahun anggaran 2013. Analisis capaian output disajikan untuk melengkapi gambaran penuh pelaksanaan anggaran. Namun demikian, analisis capaian output masih dilakukan secara terbatas bila dibandingkan dengan analisis penyerapan anggaran. Hal ini terjadi mengingat data capaian output yang dapat diperoleh dan dianalisis masih sangat terbatas. Ke depan, reviu pelaksanaan anggaran akan mengarah pada analisis efisiensi, di mana aspek realisasi belanja maupun capaian output merupakan elemen yang sama pentingnya, bahkan dimungkinkan analisis akan cenderung lebih fokus pada capaian output dan efisiensinya dibandingkan dengan tingkat penyerapan, karena tingkat penyerapan tidak sepenuhnya merefleksikan kinerja pelaksanaan anggaran yang baik. Namun demikian, saat ini fokus Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2013 Kanwil Provinsi Sulawesi Barat
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pelaksanaan anggaran masih pada penyerapan, karena terbukti masih banyak permasalahan terkait dengan tingkat penyerapan ini, antara lain penumpukan realisasi di akhir tahun. Data penyerapan anggaran yang digunakan merupakan data kuantitatif. Penyusunan laporan ini didukung oleh Aplikasi Monev Direktorat Pelaksanaan Anggaran sehingga sebagian besar data pelaksanaan anggaran kuantitatif diolah dari aplikasi tersebut, kecuali disebutkan lain. Data capaian output diperoleh melalui survei yang dilakukan sebagai bagian dari program spending review 2013. Data-data permasalahan penyerapan anggaran diperoleh dari aplikasi kuesioner yang mengolah kuesioner penyebab rendahnya penyerapan anggaran. Aplikasi tersebut disusun dan disediakan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan Direktorat Sistem Perbendaharaan. Metode analisis tren merupakan metode analisis utama yang digunakan dengan cara membandingkan tren suatu variabel dengan benchmark-nya.Benchmark tren ini bisa berupa tren periode sebelumnya, tren variabel lain, wilayah lain, unit lain, dan sebagainya, ataupun norma tertentu yang ditetapkan. Untuk capaian output disajikan deskripsi capaian output kementerian/lembaga secara umum untuk tahun anggaran 2013. Analisis atas capaian output dilakukan melalui pengukuran efisiensi operasional melalui benchmarking rasio output terhadap input. Beberapa metode analisis ini diambil dengan pertimbangan ketersediaan data saat ini. Pada sisi lain diakui masih adanya beberapa keterbatasan dalam pengambilan hipotesis dan kesimpulan yang disebabkan antara lain oleh kualitas maupun kuantitas data untuk cakupan pembahasan yang kompleks. Oleh karena itu, ke depan akan ditekankan perlunya revitalisasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran sehingga cakupan data dan analisisnya menjadi lebih komprehensif. 1.4. Ruang Lingkup Ruang lingkup Reviu Pelaksanaan Anggaran 2013 ini masih mengenai pada kinerja penyerapan anggaran, dengan inisiasi analisis capaian output atas anggaran belanja pemerintah pusat yang meliputi belanja kementerian/lembaga maupun belanja Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Reviu ini menyajikan semua kode kewenangan dan sumber dana. Ditambah inisiasi analisis capaian volume/output untuk output yang termasuk dalam prioritas nasional dan sasaran Millenium Development Goals (MDGs) dan inisiasi analisis blokir yang difokuskan untuk melihat efek pemblokiran satu Item (kegiatan/subkegiatan/output) terhadap Item lain yang tidak diblokir.
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BAB II TINJAUAN UMUM KEBIJAKAN EKONOMI REGIONAL PROVINSI SULAWESI BARAT



2.1. Keadaan Sosial dan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat Ditengah penurunan kinerja ekonomi global di tahun 2013 yang menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi global dan nasional tersebut, pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) yang diukur berdasarkan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan menunjukkan kenaikan mencapai 4,34% dibanding triwulan III tahun 2013 (q to q). Dan apabila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2012, maka ekonomi Sulbar mengalami pertumbuhan sebesar 7,2% (y on y). Dengan demikian selama tahun 2013, perekonomian Sulawesi Barat mengalami pertumbuhan hingga 7,16%. Besaran PDRB Sulbar pada triwulan IVtahun 2013 atas dasar harga berlaku mencapai Rp4.309,93 miliar, sedangkan atas dasar harga konstan 2000 mencapai Rp1.575,38 miliar. Total PDRB Sulbar tahun 2013 atas dasar harga berlaku sebesar Rp16.184,01 miliar, dan Rp6.112,65 miliar atas dasar harga konstan 2000. Pada triwulan IV tahun 2013 (q to q) sektor ekonomi dengan pertumbuhan tertinggi adalah konstruksi sebesar 28,98%. Sementara penyumbang pertumbuhan tertinggi adalah sektor jasa sebesar 2,41% yang tumbuh 13,55%. Secara tahunan pada 2013, semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif dengan pertumbuhan tertinggi pada sektor listrik, gas dan air bersih yang melaju di 15,58%. Sementara sektor pertanian yang tumbuh dibawah 10% (5,6%) tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Sulbar dengan share sebesar 2,54%. Tiga sektor ekonomi penyumbang perekonomian pada triwulan IV tahun 2013 adalah sektor pertanian (44,28%); sektor jasa-jasa (20,72%) dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (13,23%). Hal serupa juga terjadi pada angka tahunan, dimana ketiga sektor tersebut menjadi share terbesar dalam menciptakan aktivitas ekonomi Sulbar dengan besaran masing-masing 47,44%, 19% dan 13,16%. Dari sisi penggunaan, terlihat bahwa PDRB Sulbar sebagian besar terserap untuk keperluan konsumsi. Pada triwulan IV 2013, komponen konsumsi rumah tangga menyerap nilai tambah hingga 62,45%, dan konsumsi pemerintah sebesar 28,84%. Kemudian sisanya digunakan untuk pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik sebesar 12,16%, ekspor 18,58% (bertanda +) dan impor 22,87% (bertanda-). Sementara itu, neraca perdagangan Sulbar pada triwulan IV 2013 mengalami defisit sebesar 121,84 miliar rupiah. Kondisi ini membaik dari triwulan sebelumnya yang sebesar 138,52 miliar rupiah. Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat berada pada urutan ke 2 tercepat (c to c) setelah Sulawesi Tengah yang pertumbuhannya mencapai 11,03%. Bahkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat relatif masih di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,92% (c to c). 2.2. Kebijakan Pembangunan DaerahProvinsi Sulawesi Barat Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam UUD 1945. Kegiatan pembangunan dituangkan dalam suatu rencana yang dibagi ke dalam 3 periode, yaitu jangka panjang (20 tahun), jangka Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2013 Kanwil Provinsi Sulawesi Barat
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menengah (5 tahun) , dan jangka pendek (1 tahun). Rencana pembangunan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJPN untuk tahun 2005-2025 dituangkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN yang berlaku pada saat ini adalah RPJMN tahap kedua (untuk tahun 2000-2014), yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional Tahun 2010-2014. RPJMN tahap kedua ini ditujukan untuk lebih memantapkan penetapan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Rencana pembangunan jangka pendek dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKP tahun 2013 termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013. Dalam RKP tahun 2013 sebagai pelaksanaan tahun ke empat dari RPJMN Tahun 2010-2014, Pemerintah dan DPR telah menyetujui mengenai tema Pembangunan Nasional tahun 2013 yaitu "Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”. Dengan tema tersebut ditetapkan 11 prioritas nasional dan 3 prioritas bidang. Ke sebelas prioritas nasional tersebut meliputi: 1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; 2. Pendidikan; 3. Kesehatan; 4. Penanggulangan Kemiskinan; 5. Ketahanan Pangan; 6. Infrastruktur; 7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha; 8. Energi; 9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; 10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-konflik; 11. Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Sementara itu, 3 prioritas bidang yaitu (1) prioritas bidang politik, hukum, dan Keamanan; (2) prioritas bidang perekonomian, dan (3) prioritas bidang kesejahteraan rakyat. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masingmasing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah,serta antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 disusun sebagai upaya pencapaian Visi dan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011-2016. Sebagai upaya pencapaian Visi dan Misi, maka program dan kegiatan yang telah disusun dalam RKPD ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan pemberian pelayanan publik.
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Upaya pembangunan yang dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2016. Di bidang ekonomi, prioritas diberikan pada upaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan ketahanan fiskal, memperluas lapangan kerja, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan ketersediaan pangan.Di bidang kesejahteraan rakyat, prioritas diberikan pada upaya untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta percepatan pencapaian MDGS dan pengurangan angka kemiskinan. Dalam bidang reformasi birokrasi, upaya yang ditempuh adalah peningkatan profesionalisme, perbaikan sistem kerja, dan peningkatan kesejahteraan pegawai. Bila dilihat dari arah kebijakan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Mengingat masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat, diharapkan bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Perimbangan lainnyadapat terus meningkat setiap tahunnya. Tabel di bawah ini memperlihatkan pertumbuhan keuangan daerah berupaPendapatan Daerah dari tahun 2011 hingga tahun 2012, danProyeksi Pertumbuhannya di tahun 2013. Tabel 1. Realisasi dan Target/Proyeksi PendapatanProvinsi Sulawesi Barat Tahun 2011-2013



No



URAIAN



Realisasi Tahun 2011



JUMLAH (Rp) Realisasi Tahun2012



4.1 Pendapatan asli daerah 120.434.293.901,04 134.984.568.695,00 4.1.1 Pajak daerah



Target Tahun 2013 163.935.066.067,73



96.383.466.901,75



94.930.185.805,00



120.322.489.850,73



2.041.884.268,00



6.855.000.000,00



4.529.000.000,00



0,00



0,0



1.508.193.327,00



1.1.3 Lain-lain pendapatan asli 22.008.924.731,29 daerah yang sah



33.199.382.890,00



37.575.382.035,00



512.652.276.902,00 663.009.281.065,80



769.834.364.069,09



4.1.2 Retribusi Daerah 4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan



4.2 Dana Perimbangan 4.2.1 Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak 4.2.2 Dana alokasi umum



35.212.778.902,00



35.542.640.065,80



37.319.772.069,09



441.578.798.000,00 590.680.361.000,00



685.497.592.000,00



4.2.3 Dana alokasi khusus



35.860.700.000,00



36.786.280.000,00



47.017.000.000,00



4.3 Lain-lain pendapatan yang sah 4.3.1 Pendapatan Hibah



91.907.856.521,00 154.014.980.000,00



156.476.205.000,00



435.000.000,00



2.896.225.000,00



4.3.4 Dana penyesuaian dan otonomi khusus



91.800.000.000,00 153.579.980.000,00



153.579.980.000,00



107.856.521,00



JUMLAH PENDAPATAN 724.994.473.324,04 952.008.829.760,80 1.090.245.635.136,82 DAERAH Sumber: Dispenda Provinsi Sulawesi Barat Dari komposisi pendapatan Provinsi Sulawesi Barat pada Tabel 1, dapat terlihat bahwa pendapatan daerah didominasi pajak daerah sebesar 15% selain Dana Alokasi Umum (DAU)



Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2013 Kanwil Provinsi Sulawesi Barat



6



sebesar 62,8%. Ketergantungan pendapatan dari pajak dan DAU bukan tanpa risiko, karena potensi perpajakan yang bisa digali sangat terbatas, terutama karena pengenaan pajak yang terlalu tinggi akan memiliki distorsional (distortionary effect)1. Sedangkan untuk DAU sangat tergantung pada kemampuan APBN atau Pemerintah Pusat. Bila kemampuan APBN melemah maka jumlah DAU yang akan diterima daerah juga akan melemah/berkurang. Penerimaan dan pembiayaan keduanya memiliki konsekuensi yang menimbulkan risiko fiskal. Di sisi lain, kebutuhan belanja pemerintah sangat besar dalam rangka mendorong dan menangkap momentum pembangunan. Dengan demikian, pengelolaan belanja negara, khususnya dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran menjadi isu yang sangat penting. 2.3. Program Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2012-2016 merupakan penjabaran perencanaan tahap pembangunan lima tahun kedua dari RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025.Tahapan kedua prioritas pembangunan daerah ini memperhatikan misi Gubernur Sulawesi Barat terutama Misi 1: Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah, Misi 2: Memperluas dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana ekonomi, Misi 3: Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan dan kualitas hidup, Misi 4: Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan, Misi 5: Penerapan kebijakan yang berpihak pada pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Untuk mendukung pelaksanaan misi tersebut maka program prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2012-2016 disebut dengan: "Panca Karya Pembangunan Sulawesi Barat”. Program prioritas pembangunan yang dimaksud meliputi: 1. Reformasi Birokrasi Peningkatan Profesionaliesme Aparatur (personnel capacity building) pemerintah Provinsi Sulawesi Baratuntuk mendukung pelaksanaan misi 1 (Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah), yang dilaksanakan dengan tiga rencana aksi, yaitu: a. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur Pemda dengan langkah-langkah analisis beban kerja terhadap setiap jabatan, perubahan pola karir, perbaikan sistem rekrutmen dengan menerapkan pola "merit system”, peningkatkan kapasistas dan kemampuan profesional aparat melalui diklat secara kontinyu, penjenjangan pola karir pegawai yang berkesinambungan menurut kebutuhan setiap jabatan dan penerapan sistem penghargaan sesuai kinerja aparat. b. Pengembangan dan penyempurnaan tatalaksana kerja, pengembangan sarana dan prasarana kerja guna meningkatkan gairah dan semangat kerja aparat yang secara keseluruhan mampu menerjemahkan dan mewujudkan kebijakan pembangunan ekonomi secara akurat, pengembangan sistem informasi manajemen. c. Penataan kelembagaan pemerintah daerah secara ideal 2. Sarana dan Prasarana Peningkatan kualitas dan perluasan ketersedian sarana dan prasarana ekonomi vital untuk mendukung pelaksanaan misi 2 (memperluas dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana ekonomi), yang dilaksanakan dengan 5 rencana aksi: a. Penyelesaian jalan akses Mamuju-Tanah Toraja dan Mamasa-Tanah Toraja;



1



Ketika pengenaan pajak justru secara keseluruhan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Sumber, Bank Indonesia.
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b. Peningkatan kapasitas dan fasilitas penunjang Bandara Tampa Padang yang mampu meningkatkan frekuensi dan jumlah maskapai penerbangan dari Mamuju ke daerah lainnya di Indonesia dan/atau mancanegara (Brunei, Serawak, Singapura, KualaLumpur, dll); c. Peningkatan kapasitas dan fasilitas penunjang Pelabuhan Belang-Belang yang mampu menjadikannya sebagai salah satu pelabuhan bongkar muat dalam skala menengah hingga besar dan juga menjadikannya sebagai bagian dalam pengembangan koridor ekonomi Sulawesi. 3. Promosi dan Kerjasama Peningkatan promosi dan kerjasama dengan pihak ketiga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mendukung pelaksanaan misi 2 (memperluas dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana ekonomi), yang dilaksanakan dengan 4 rencana aksi: a. Pengembangan sarana dan prasarana pameran; b. Pengembangan jumlah maskapai dan rute penerbangan; c. Pengembangan pola stimulus dan insentif bagi pihak ketiga atau eksternal yang membuka usaha dan menanamkan modalnya dalam sektor industri, perdagangan dan pariwisata; d. Penetapan produk unggulan daerah. 4. Sumber Daya Manusia dan Kualitas Hidup Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, untuk mendukung pelaksanaan misi 3 dan 4 (misi 3 yaitu meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan dan kualitas hidup, dan misi 4 yaitu meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan), yang dilaksanakan dengan 4 rencana aksi: a. Pendidikan untuk semua; b. Pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas; c. Persamaan gender pada semua sektor pembangunan; d. Pengembangan kurikulum bermuatan lokal tentang pengenalan siswa terhadap sumberdaya alam; e. Mengutamakan penanggulangan kemiskinan pada semua sektor pembangunan. 5. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan pemerintahan yang peduli lingkungan, untuk mendukung pelaksanaan misi 5 (penerapan kebijakan yang berpihak pada pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan), yang dilaksanakan dengan 10 rencana aksi: a. Pengembangan perikanan dan kelautan melalui pengembangan budidaya rumput laut dan ikan-ikan ekonomis penting, pengembangan efesiensi penangkapan ikan, pengembangan pengolahan hasil perikanan, penguatan fungsi balai benih, pengembangan kawasan konservasi dan rehabilitasi ekosistem laut dan estuaria, pengembangan energi laut, pengembangan resort wisata laut; b. Pengembangan perkebunan dan kehutanan melalui penataan sistem dan perluasan cakupan budidaya kakao untuk meningkatkan produksi minimal 150% tahun 2016, peningkatan mutu hasil budidaya kakao, kopo dan kelapa alam, penguatan sistem pengolahan hasil perkebunan berbasis klaster ekonomi, pengembangan silviultur kayu hitam, pengembangan wisata alam; c. Pengembangan tanaman pangan dan peternakan melalui penguatan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi tanaman padi dan palawija menuju Sulbar Swasembada beras tahun 2016, perluasan usaha peternakan rakyat, pengembangan peran dan fungsi penyuluh pertanian, pengembangan industri pendukungan seperti pengolahan padi, pabrik pakan ternak, pabrik pengolahan palawija dan buah-buahan untuk keperluan perdagangan antar pulau; d. Pengembangan pertambangan, melalui penyediaan lahan dan sarana dasar bagi kepentingan perusahaan minyak, penyediaan sumberdaya manusia lokal untuk industritambang, optimalisasi peran pemerintah dalam pengolahan dan pemanfaatan
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sumber daya pertambangan, optimalisasi peran perusahaan tambang dalam pelaksanaan CSR; e. Pengembangan mitigasi bencana akibat eksplorasi minyak dan gas; f. Perwujudan ekosistem hutan yang baik dan berkelanjutan; g. Revitalisasi sumber daya alam endemik yang terancam punah seperti kayu hitam, burung maleo, ian bambangan dsb.; h. Pengembangan program konservasi lahan produktif untuk kepentingan pemanfaatan bagi program ketahanan pangan; i. Pengembangan program pelestarian/perlindungan sumberdaya alam berbasis masyarakat; j. Pengembangan mitigasi bencana terhadap abrasi garis pantai.
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BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN WILAYAH SULAWESI BARAT



3.1. Ikhtisar Pelaksanaan Anggaran 3.1.1. Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sebagaimana diketahui Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat yang dibentuk dengan PMK nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah beroperasi mulai Januari 2014. Kanwil ini membawahi KPPN Mamuju dan KPPN Majene dengan wilayah kerja Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Polewali Mandar. Berdasarkan data akhir tahun anggaran 2013, jumlah pagu anggaran awal tahun 2013 di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaa Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp2.700 miliar yang telah dialokasikan ke 379 satuan kerja di wilayah kerja melalui mekanisme pencairan dana APBN yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan data selama tahun anggaran 2013, terdapat perubahan dalam jumlah pagu dan jumlah DIPA yang disahkan. Jumlah pagu sepanjang tahun mengalami perubahan, dengan kecederungan umum berupa peningkatan. Kecenderungan peningkatan pagu DIPA sepanjang tahun anggaran 2013 dan 2012 sebagaimana diilustrasikan dalam diagram berikut:



Grafik 1. Pergerakan Pagu Bulanan TA 2012 dan TA 2013 Secara komparasi, kecenderungan kenaikan pagu bulanan tahun 2013 relatif lebih landai dibandingkan dengan situasi pada tahun 2012. Kecenderungan kenaikan pagu yang lebih drastis pada tahun 2012 ini terutama terjadi pada awal-awal tahun. Meskipun kecenderungan kenaikan pagu pada tahun 2013 lebih baik daripada tahun 2012, adanya kenaikan pagu dari bulan ke bulan ini perlu dicermati oleh unit instansi yang berwenang terhadappengalokasian anggaran. Demikian juga bagi satuan kerja kementerian/lembaga, kenaikan pagu yang merupakan indikasi adanya tambahan kegiatan atau volume kegiatan ini perlu menjadi catatan agar ke depan makin ditingkatkan kinerjanya melalui perencanaan kegiatan yang lebih baik.
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Kenaikan pagu dari awal tahun ke pertengahan tahun dibandingkan dengan kenaikan pagu dari pertengahan tahun ke akhir tahun relatif sama. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan pagu anggaran terjadi cukup merata sepanjang tahun. Kenaikan pagu anggaran atau secara umum perubahan pagu anggaran sepanjang tahun sedikit banyak memiliki dampak terhadap pelaksanaan anggaran, setidaknya pada tingkat penyerapan. Kenaikan pagu di paruh kedua relatif kurang efektif karena idealnya pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan memiliki pola lambat di awal tahun, makin cepat mendekati tengah tahun dan melambat mendekati akhir tahun. Seiring dengan kenaikan pagu anggaran, jumlah DIPA yang disahkan juga mengalami kenaikan sepanjang tahun 2013. Namun demikian, perlu diingat bahwa peningkatan pagu anggaran tidak selalu seiring dengan kenaikan jumlah DIPA yang disahkan, mengingat banyaknya perubahan pagu pada DIPA yang telah ada. Berdasarkan kewenangan, pembagian anggaran dalam APBN di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat yang paling banyak mendapat porsi adalah DIPA Kantor Daerah (KD), diikuti DIPA Tugas Pembantuan (TP), kemudian DIPA Dekonsentrasi (DK), lalu DIPA Kantor Pusat (KP) dan DIPA Urusan Bersama (UB). Hal ini dapat dilihat dari grafik di bawah ini (Grafik 2 dan Grafik 3).



Grafik 2. Pagu DIPA 2013 Berdasarkan Kewenangan



Grafik 3. Pagu DIPA 2013 Berdasarkan Kewenangan (%) Berdasarkan Grafik 2 dan Grafik 3 di atas menggambarkan bahwa fungsi pelaksanaan anggaran regional terbesar di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat menjadi tanggung jawab instansi/kantor daerah.Efisiensi dan efektivitas dapat dikaji melalui sinkronisasi
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dan minimnya tumpang tindih dari program-program yang dijalankan oleh kantor daerah dan instansi/kantor pusat. 3.1.2. Blokir Salah satu kendala pelaksanaan anggaran terutama pada awal tahun adalah adanya blokir anggaran.Seperti terlihat dalam grafik di bawah ini, terlihat jumlah blokir anggaran selama tahun 2013 dari bulan ke bulan selanjutnya mengalami tren penurunan.



Grafik 4. . Pergerakan Dana Blokir Bulanan TA 2013 Bila dilihat dari jenis belanjarata-rata perbulan, sebagian besar pemblokiran terjadi pada Belanja Barangdan Belanja Modalyang mencapai94% dari keseluruhan blokir. Dana blokir perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan anggaran. Adanya dana blokir yang belum dicairkan sampai dengan triwulan 3 dan triwulan 4 menunjukkan bahwa: 1. Potensi anggaran untuk mempengaruhi perekonomian tidak terealisasi secara optimal dengan tidak terserap anggaran akibat blokir. Terealisasinya keseluruhan anggaran seharusnya dapat membantu dalam meningkatkankualitas perekonomian; 2. Tidak terealisasikannya anggaran yang sudah dialokasikan, mencerminkan adanya permasalahan dalam pengelolaan APBN atau tata kelola keuangan itu sendiri yang menunjukkan minimnya kapasitas institusi keuangan. Blokir anggaran pada suatu Item (kegiatan/subkegiatan/output) dapat menyebabkan item kegiatan lain terhambat atau tidak dapat terealisasi.
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3.1.3. Revisi Sepanjang tahun 2013 terdapat 2.667 kali revisi DIPA, diantaranya sebanyak 368 kali terjadi pada semester II. Rincian per jenis revisi untuk tahun 2013 dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Tabel 2. Jumlah Kasus dan Jenis Revisi DIPA Sepanjang Tahun 2013



Bila dilihat dari jenis revisinya, jenis revisi yang paling banyak terjadi adalah revisi pagu tetap diikuti dengan revisi geser akun perjalanan dinas dan revisi geser jenis belanja.Revisi pagu tetap sepanjang tahun 2013 adalah sebesar 19,2% atau 511 kali revisi dari total seluruh jenis revisi yang diajukan



Grafik 5. Frekuensi Revisi Per K/L Dari Grafik 5 memperlihatkan bahwa revisi perubahan pagu lebih banyak terjadi pada Semester I tahun anggaran 2013 dibandingkan dengan semester II. Bahkan penurunan jumlah revisi mencapai 10% di semester II. Yang paling banyak melakukan revisi adalah Kementerian Agama
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(BA 025) yaitu sebesar 199 kali revisi, diikuti oleh Kementerian Pertanian (BA 018) dengan 86 kali revisi. 3.2. Reviu Pelaksanaan Anggaran 3.2.1 Realisasi Semester I, Semester II, dan Total Realisasi Tahun 2013 Selama tahun 2013 realisasi anggaran mencapai sebesar Rp2.854 Miliar yang merupakan 93% dari keseluruhan pagu yang dikelola Kementerian/Lembaga. Bila dilihat dari pergerakan realisasi perbulan, masih terjadi lonjakan yang tinggi pada bulan Desember atau akhir tahun yaitu sebesar 671 Miliar atau 26% dari realisasi bulan-bulan sebelumnya yang rata-rata hanya sebesar 168 Miliar atau hanya 6,6%.



Grafik 6. Realisasi per Bulan Tahun Anggaran 2013



Jika dilihat dari distribusi realisasi semester satu dan semester kedua, realisasi pada tahun 2013 terkonsentrasi pada semester kedua. Seperti terlihat dalam grafik di bawah ini, realisasi terkonsentrasi pada semester kedua untuk semua jenis belanja.



Grafik 7. Realisasi (per jenis Belanja) Semester I, Semester II Tahun 2013
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3.2.2 Reviu Penyerapan Kementerian/Lembaga (K/L) Anggaran belanja pemerintah pusat dilaksanakan melalui 2 mekanisme, yakni belanja melalui K/L dan Bendahara Umum Negara (BUN). Saat ini komposisi belanja pemerintah masih didominasi oleh belanja melalui mekanisme BUN. Pelaksanaan anggaran melalui mekanisme BUN memiliki tata cara tersendiri yang diatur melalui peraturan dan petunjuk pelaksanaan yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan yang berbedabeda dari belanja BUN itu sendiri. Mengingat perbedaan mekanisme yang signifikan, pelaksanaan anggaran BUN memerlukan reviu tersendiri. Bagian anggaran BUN sendiri terdiri atas pengeluaran yang berbeda-beda dengan mekanisme pelaksanaan yang berbeda-beda pula. Maka reviu atas BUN perlu dilakukan secara khusus untuk masing-masing jenis pengeluaran, misalnya subsidi, transfer daerah, dan sebagainya. Pagu anggaran K/L pada tahun 2013 di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat (tahun 2013 masih bergabung dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan) mencapai sebesar Rp2,7 triliun. Total realisasi belanja K/L pada tahun 2013 adalah sebesar Rp2,5 triliun atau sebesar 93,5% dari pagunya. Dibandingkan dengan tahun 2012, pagu anggaran, nominal realisasi dan persentase tingkat penyerapan belanja K/L meningkat pada tahun 2013, sedikit lebih tinggi daripada tahun 2012. Pada tahun 2012 pagu anggaran K/L adalah sebesar Rp2,8 triliun dengan realisasi sebesar Rp2,4 triliun atau tingkat penyerapan sebesar 85,5% dari pagunya.



Grafik 8. Komposisi Realisasi Tahun 2013 Komposisi belanja K/L ini dari tahun ke tahun didominasi oleh 10 K/L terbesar. Seperti terlihat dalam gambar pada grafik 8,dari total pagu belanja K/L, 86% dilaksanakan melalui 10 K/L saja,sedangkan sisanya, sebanyak 26 K/L hanya melaksanakan anggaran sebesar 13% dari total pagu anggaran K/L. Komposisi 10 K/L dengan pagu terbesardari tahun ke tahun tidak berubah, dengan sedikit variasi ranking.
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Grafik 9. Pagu Anggaran 10 Terbesar K/L Tahun 2012 dan 2013 Kementerian Pekerjaan Umum memiliki pagu terbesar pada 2012 dan 2013, diikuti dengan Kementerian Agama dan Kementerian Perhubungan. Seluruh K/L dalam daftar 10 pagu terbesar ini mengalami kenaikan/penurunan pagu meskipun signifikansi kenaikan/penurunannya berbedabeda. Kementerian Pendidikan Nasional mengalami penurunan pagu paling besar jika dibandingkan dengan yang lain, yakni sebesar Rp64 miliar, sedangkan Kementerian Pekerjaan Umum mengalami kenaikan paling besar jika dibandingkan dengan yang lain, yakni sebesar Rp274 miliar. Mengingat besarnya pagu yang dikelola 10 K/L, masalah pelaksanaan anggaran yang terjadi di K/L ini akan mempengaruhi capaian pelaksanaan anggaran secara keseluruhan. Dengan demikian pembinaan dalam rangka mengatasi permasalahan pelaksanaan anggaran pada 10K/L dengan pagu terbesar perlu diintensifkan agar penyerapan anggaran bisa optimal.



Grafik 10. Pagu dan Realisasi pada 10 K/L Terbesar TA 2013
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Dari 10K/L dengan pagu terbesar, rata-rata tingkat penyerapan adalah sebesar 92%. Dengan demikian, bila dilihat dari sisi penyerapan, ke-10K/L dengan pagu terbesar ini dapat menyerap pagu anggaran mereka lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata keseluruhan K/L yang mencapai 91%. Tingkat penyerapan yang paling tinggi dicapai oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Dalam Negeri, KepolisianRepublik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dengan tingkat penyerapan anggaran lebih besar dari 97%. Bila dibandingkan dengan semester I, angka realisasi pada semester II untuk 10K/L dengan pagu terbesar ini meningkat signifikan. Pada grafik 11 di bawah, memperlihatkan realisasi yang lambat pada semester I dan makin meningkat sepanjang semester II tahun 2013.Hal ini merupakan fenomena umum yang terjadi di hampir semua K/L.



Grafik 11. Realisasi 10 K/L Pagu Terbesar TA 2013 Bila dicermati, dari 10 K/L dengan tingkat penyerapan paling rendah hanya 5 K/L yang memiliki pagu anggaran di atas Rp13 Miliar. Pagu terbesar dari 10 K/L dengan tingkat penyerapan paling rendah dimiliki oleh Mahkamah Agung sebesar Rp33 Miliar dengan tingkat penyerapan 91%. Tabel 3. 10 Kementerian/Lembaga dengan Tingkat Penyerapan Terendah 2013



Penyerapan merupakan salah satu indikator adanya permasalahan dalam pelaksanaan, yang disebabkan oleh tidak terlaksananya kegiatan pada K/L. Sebaliknya, jika tingkat penyerapan
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rendah namun di sisi lain outputnya tercapai, maka dana sisa tidak terserap merupakan bentuk efisiensi atau penghematan.



Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2013 Kanwil Provinsi Sulawesi Barat



18



BAB IV ANALISIS BELANJA KHUSUS



4.1. Analisis Belanja Infrastruktur Pembangunan infrastruktur, terutama yang bersifat dasar sangatlah penting untuk meningkatkan perekonomian di suatu wilayah. Prasarana infrastruktur dibutuhkan tidak saja oleh rumah tangga namun juga oleh industri. Infrastruktur merupakan prasyarat bagi sektor-sektor lain untuk berkembang, serta akan mempengaruhi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sehingga peningkatan prasarana infrastruktur diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menuju kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Pusat sangat serius dalam meningkatkan infrastruktur di Sulawesi Barat karena mempunyai potensi ekonomi untuk berkembang dan menunjang distribusi barang dan jasa ke daerah lain di Sulawesi. Keseriusan pemerintah pusat dalam pengembangan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Barat dapat terlihat dari besarnya alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur. 4.1.1. Belanja Infrastruktur Berdasarkan Jenisnya Alokasi dan realisasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Sulawesi Barat selama semester I dan semester II tahun 2013 berdasarkan jenisnya dapat terlihat dalam tabel di bawah ini. Tabel 4. Pagu dan Realisasi Belanja Infrastruktur Provinsi Sulawesi Barat dari APBN 2013



Sumber: Data diolah dari Web Monev Dit.Pelaksanaan Anggaran Alokasi anggaran belanja infrastruktur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2013 sebesar Rp1.089.972.462.000,- merupakan 88,52% dari total pagu belanja modal yang sebesar Rp1.231.303.273.000,-. Jika dibandingkan dengan total pagu secara keseluruhan maka alokasi belanja infrastruktur tahun 2013 mencapai 40,35%. Besarnya alokasi belanja infrastruktur untuk Provinsi Sulawesi Barat menandakan bahwa Pemerintah Pusat sangat serius dalam meningkatkan pembangunan di Sulawesi Barat. Berdasarkan jenis alokasi anggaran belanja infrastruktur yang paling besar adalah untuk pembangunan jalan dan jembatan yaitu sebesar Rp482.200.896.000,atau sekitar 39% dari total belanja infrastruktur tahun anggaran 2013. Jika dilihat dari persentase realisasinya sampai semester kedua tahun 2013 maka realisasi yang paling tinggi terdapat pada belanja modal jalan, irigasi dan jaringan yaitu sebesar 95,8% dan yang paling rendah adalah belanja modal tanah yaitu sebesar 45,7%. Masih rendahnya penyerapan belanja infrastruktur untuk tanah bukan disebabkan oleh blokir karena tidak ada blokir untuk belanja modal tanah. Permasalahan terkait rendahnya realisasi anggaran di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat antara lain disebabkan hal-hal sebagai berikut:
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1. Isu Penganggaran 2. Isu Pelaksanaan Anggaran 3. Isu Kapasitas Teknis Lembaga 4.1.2. Belanja Infrastruktur Berdasarkan Kementerian/Lembaga Jika dilihat dari bagian anggarannya, terdapat 10 K/L yang mengelola dana pembangunan infrastruktur paling besar di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini dapat dilihat dalam grafik di bawah ini.



Grafik 12. 10 K/L Pengelola Pagu Infrastruktur Terbesar Tahun 2013 K/L yang mengelola dana pembangunan infrastruktur paling besar di Provinsi Sulawesi Barat adalah Kementerian Pekerjaan Umumsebesar Rp834 Miliar atau 30,8% dari total seluruh pagu insfrastruktur. Diikuti Kementerian Agama sebesar Rp316 Miliar, Kementerian Perhubungan sebesar Rp271 Miliar, dan Kementerian Pertanian sebesar Rp170 Miliar. Hanya KPU yang terdapat dana blokir sebesar Rp287.275.000,-. 4.1.3. Belanja Infrastruktur Berdasarkan Satuan Kerja Jika dianalisa belanja infrastruktur, maka terdapat 10 Satuan Kerja yang mengelola anggaran untuk pembangunan infrastruktur paling besar di Provinsi Sulawesi Barat. Ke-10 Satuan Kerja tersebut dapat dilihat dalam grafik dan tabel di bawah ini.
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Tabel 5. 10 Satker dengan Alokasi Anggaran Infrastruktur terbesar Prov. Sulbar TA 2013



Grafik 13. 10 Satker dengan Alokasi Anggaran Infrastruktur terbesar Prov.Sulbar TA 2013 Secara umum alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Sulawesi Barat pada tahun anggaran 2013 lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan, jaringan air minum, jaringan listrik serta pembangunan sarana penunjang lainnya. Ke-10 Satuan Kerja yang mengelola anggaran infrastruktur yang paling besar antara lain: Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sulawesi Barat dengan anggaran yang dikelola sebesar Rp419.492.392.000,- diikuti dengan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp180.035.428.000,- dan Satker SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Pompengan-Jenebereng Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp156.158.917.000,dengan realisasi rata-rata 84% dengan tidak ada anggaran yang diblokir. 4.2. Analisis Belanja Sektor Pertanian Sektor pertanian merupakan salah satu sektor andalan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2013.Dengan anggaran yang tidak begitu besar apabila dibandingkan dengan Kementerian Pekerjaan Umum,Kementerian Agama atau Kementerian Perhubungan, namun mempunyai pengaruh besar bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat.Sektor pertanian merupakan salah satu penyumbang perekonomian di Provinsi Sulawesi Barat. Sehingga perlu dilakukan analisis lebih mendalam terkait dukungan Pemerintah Pusat terhadap pembangunan pada sektor pertanian ini.
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Grafik 14. 10 K/L Pengelola Anggaran Terbesar Tahun 2013 Pagu belanja pada satuan kerja di lingkup Kementerian Pertanian di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2013 adalah Rp170 miliar atau sekitar hanya 6,3% dari total pagu secara keseluruhan yaitu sebesar Rp2,7 triliun. Jika dilihat alokasi untuk sektor pertanian menunjukkan alokasi dana yang cukup kecil. Namun demikian, terdapat tambahan alokasi danapada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta sebagian alokasi anggaran pada Kementerian Pekerjaan Umum, yang juga ditujukan untuk pembangunan pada sektor pertanian. Tabel 6. Satuan Kerja lingkup Kementan dengan Pagu Anggaran Terbesar Tahun 2013



Sumber: Data diolahdari Web Monev Dit.Pelaksanaan Anggaran Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Sulawesi Barat merupakan satker lingkup Kementerian Pertanian yang memperoleh alokasi anggaran paling besar, diikuti Satker Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dan Satker Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura Kab.Mamasa.
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Tabel 7. 10 Kegiatan dengan Pagu Anggaran Terbesar di Satker Kementan Tahun 2013



Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar (1775) mendapatkan alokasi anggaran paling besar yaitu sebesar Rp43,7 miliar, kemudian diikuti kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia (1762) sebesar Rp21,5 miliar, kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi (1761) sebesar Rp10,6 miliar.Semua kegiatan tersebut sampai akhir tahun 2013 penyerapannya rata-rata 90%. Hasil yang cukup menggembirakan. 4.3. Analisis Dana Blokir Pemblokiran dana memang merupakan hal yang sangat dilematis dalam pelaksanaan anggaran baik bagi satuan kerja maupun bagi Kuasa Bendahara Umum Negara (Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN). Pemblokiran diperlukan dalam rangka efisiensi anggaran, penajaman sasaran anggaran, ataupun sebagai punishment kepada satker dari K/L karena belum dilengkapinya persyaratan administrasi ataupun sebab teknis lainnya. Namun, di sisi lain pemblokiran sangat berdampak pada pelaksanaan kegiatan yang pada akhirnya akan menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran terutama pada triwulan I dan triwulan II. Besarnya anggaran yang diblokir setiap tahunnya bervariasi tergantung dari kebijakan pemerintah dan alokasi anggaran yang ada. Tabel 8. Perkembangan Pagu, Realisasi dan Blokir Tahun 2009 s.d 2013



Sumber: Data diolah dari Web Monev Dit.PA Dari data tersebut diatas terlihat bahwa persentase jumlah dana yang diblokir cukup berpengaruh terhadap realisasi anggaran. Pada tahun 2009 sampai 2011 persentase jumlah dana yang diblokir kurang dari 1% dan realisasi anggaran bisa mencapai diatas 90%. Kecuali pada tahun 2012 persentase jumlah dana yang diblokir dibawah 1% dan realisasi anggarannya dibawah 90%. Sedangkan pada tahun 2013 sampai semester II realisasi anggaran mencapai 93%. Untuk mengalisis lebih jauh terkait alokasi anggaran yang di blokir maka dapat dilihat berdasarkan K/L, berdasarkan jenis belanja, jenis kewenangan, satker bahkan sampai pada level kegiatan.
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Oleh sebab itu, analisis pengaruh blokir terhadap tingkat penyerapan menjadi salah satu fokus pada laporan. Analisis korelasi digunakan untuk menginvestigasi pengaruh blokir terhadap realisasi belanja secara total maupun beberapa jenis belanja secara khusus. Hasil dari analisis tersebut adalah adanya pengaruh blokir terhadap realisasi anggaran secara keseluruhan, namun pengaruh ini tidak dapat ditelusuri secara khusus pada jenis belanjanya. 4.3.1. Kementerian/Lembaga Dari 24 K/L yang ada di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat sampai akhir tahun 2013, hanya terdapat 2 K/L yang dananya mengalami blokir yaitu Mahkamah Agung (005) yaitu sebesar Rp175.000.000,- dan Komisi Pemilihan Umum (076) yaitu sebesar Rp112.275.000,-. Hal tersebut mengalami penurunan apabila dibandingkan pada awal tahun 2013, terdapat 18 K/L yang anggarannya mengalami blokir.



Grafik 15. Blokir 7 K/L Terbesar Awal TA 2013 Pada awal tahun 2013 terdapat 7 K/L mengalami pemblokiran jumlah anggaran yang cukup besar. Yang terbesar pada Kementerian Agama yaitu sebesar Rp132 miliar, atau 50% dari total blokir pada awal tahun 2013.



Grafik 16. 6 Blokir K/L Terbesar s.d Semester I Tahun 2013
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Pada Semester I, terdapat 6 K/L yang terdapat blokir pada anggarannya. Dengan yang terbesar tetap pada Kementerian Agama yaitu sebesar Rp32 miliar atau 78% dari total pagu yang diblokir sampai dengan Semester I Tahun 2013. 4.3.2. Tingkat Satuan Kerja Pada akhir Semester IItahun anggaran 2013 di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat terdapat 2 Satker yaitu Pengadilan Agama Mamuju (307651) dan KPU Propinsi Sulawesi Barat (984767) yang terindikasi adanya pengaruh blokir anggaran.Blokir anggaran pada suatu Item (kegiatan/subkegiatan/output) dapat menyebabkan item kegiatan lain terhambat atau tidak dapat terealisasi. Hal ini dapat dilihat dari realisasi anggaran yang tidak terserap 100% akibat terdapat blokir pada ke dua satker.



Tabel 9. Kemungkinan Blokir Semu pada Satker 307651



Dari Tabel 1 di atas, ada kemungkinan akibat blokir dana pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) sebesar Rp175.000.000,00 menyebabkan Belanja Langganan Listrik (522111), Belanja Langganan Telepon (522112) dan Belanja Air tidak dapat terealisasi, sehingga menyebabkan dana sebesar Rp13.661.374,- tidak terserap seluruhnya. Namun bila kita melihat dari tabel di atas, sebenarnya terdapat dana tidak terealisasi sebesar Rp22.147.230,- yang merupakan hasil pengurangan dari pagu dengan realisasi dan blokir. Pada satker KPU Provinsi Sulawesi Barat jumlahnya lebih besar yaitu dari pagu sebesar Rp17.620.052.000,-, anggaran yang terealisasi hanya Rp13.120.871.858,-. Berarti terdapat anggaran sebesar Rp3.396.403.142,-yang tidak terserap secara optimal dengan blokir sebesar Rp112.275.000,- terdiri dari:
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1. Belanja …….(521211) sebesar Rp23.845.000,2. Belanja …….(521213) sebesar Rp11.700.000,3. Belanja …….(522119) sebesar Rp16.000.000,4. Belanja …….(522141) sebesar Rp25.430.000,5. Belanja …….(524119) sebesar Rp33.000.000,6. Belanja …….(521119) sebesar Rp2.300.000,Rincian untuk Satker KPU Propinsi Sulawesi Barat (984767) dapat dilihat pada Lampiran. 4.3.3. Jenis Belanja Anggaran Belanja Modal terdapat blokir paling besar sampai akhir Semester IItahun anggaran 2013 yaitu sebesar Rp175.000.000,- atau 60% dari total blokir seluruhnya. Blokir selanjutnya terdapat pada Belanja Perjalanan Lainnya sebesar Rp33.000.000,-, dan Belanja Bahan sebesar Rp23.845.000,-. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini.



Tabel 10. Blokir Anggaran Belanja Tahun 2013



Sumber: Data diolah dari Web Monev Dit.Pelaksanaan Anggaran



Grafik 17. Blokir Anggaran Belanja Tahun 2013 Belanja barang, belanja sewa, belanja perjalanan lainnya dan belanja bahan dalam penyusunan rencana anggarannya cukup mudah dan tidak membutuhkan persyaratan yang rumit, sedangkan untuk penyusunan anggaran pada belanja modal membutuhkan rincian rencana yang cukup rumit untuk dapat dilengkapi oleh Satker tepat pada waktunya, sehingga sebagian dananya masih diblokir oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) ataupun DPR. Disamping itu, jika ada penghematan yang dilakukan oleh K/L maka alokasi anggaran yang paling mungkin untuk dikorbankan dalam penghematan tersebut adalah alokasi anggaran untuk belanja modal. Dengan demikian, alokasi anggaran untuk belanja modal tingkat blokirnya relatif lebih tinggi. Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2013 Kanwil Provinsi Sulawesi Barat
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4.3.4. Jenis Kewenangan pada DIPA Jika kita melihat per jenis kewenangan pada DIPA, maka dapat kita lihat bahwa pada awal tahun 2013 DIPA dengan kewenangan Kantor Daerah (KD) mempunyai jumlah anggaran yang diblokir paling besar yaitu sebesar Rp159 miliar atau 60% dari total seluruh pagu yang diblokir. Diikuti DIPA Kantor Pusat (KP) sebesar Rp84 miliar kemudian DIPA Dekonsentrasi (DK) sebesar Rp14 miliar dan DIPA Tugas Perbantuan (TP) sebesar Rp6 miliar.



Grafik 18. Blokir Anggaran Perjenis Kewenangan pada DIPA TA 2013 Pada Semester I tahun 2013, Kantor Daerah (KD) mempunyai jumlah anggaran yang diblokir paling besar Rp37 miliar atau 90% dari total pagu yang diblokir, diikuti Satker Tugas Perbantuan (TP) sebesar Rp2.114.787.000,-, kemudian Satker Dekonsentrasi (DK) sebesar Rp1.877.825.000,dan Satker Kantor Pusat (KP) sebesar Rp16.975.000,-. Sedangkan pada Semester II tahun 2013, hanya Kantor Daerah (KD) yang anggarannya sampai dengan bulan Desember masih terdapat blokir sebesar Rp287.275.000,-. Besarnya jumlah dana yang diblokir pada DIPA dengan kewenangan KP dan KD lebih disebabkan karena alokasi anggaran pada kedua kewenangan tersebut cukup besar. 4.3.5. Berdasarkan Kegiatan Untuk menganalisis blokir anggaran secara lebih rinci dan spesifik perlu dilakukan sampai pada level kegiatan. Suatu kegiatan yang sebagian atau seluruh dananya terdapat blokir maka kegiatan tersebut tidak berjalan secara optimal.
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Tabel 11. Kegiatan dengan Anggaran Terblokir Paling Besar



Dari tabel 11 diketahui bahwa kegiatan yang jumlah blokir anggarannya paling besar adalah kegiatan Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA (2129) dan Madrasah sebesar Rp24.390.870.000,-pada Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat (664772) yaitu pada Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial (5731) sebesar Rp8.378.000.000,- dan Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan (5751) sebesar Rp16.012.870.000,-. Diikuti kegiatan Pelayanan Angkutan Udara Perintis (1960) sebesar Rp9.340.869.000,- pada Satker Bandara Udara Tampa Padang di Mamuju (414191) yaitu pada Belanja Barang Non Operasional (5212) dan Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan (1957) sebesar Rp8.000.000.000,- pada Satker Pembangunan Faspel Laut Pasang Kayu dan Budong-Budong Sulbar (499010) yaitu pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (5341). Yang paling berpengaruh terhadap penyerapan terjadi pada Satker Pembangunan Faspel Laut Pasang Kayu dan Budong-Budong Sulbar (499010). Sampai dengan akhir tahun 2013 realisasi satker bersangkutan hanya 69%.
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BAB V PENUTUP 5.1. Kesimpulan 1. Ditengah penurunan kinerja ekonomi global di tahun 2013 yang menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi global dan nasional tersebut, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat yang diukur berdasarkan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan menunjukkan kenaikan mencapai 4,34% dibanding triwulan III tahun 2013 (q to q). Dan apabila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2012, maka ekonomi Sulbar mengalami pertumbuhan sebesar 7,2% (y on y). Dengan demikian selama tahun 2013, perekonomian Sulawesi Barat mengalami pertumbuhan hingga 7,16%. 2. Realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2013 rata-rata mencapai 91%. Rata-rata realisasi yang cukup tinggi menunjukkan dukungan untuk mempercepat realisasi anggaran pada satker-satker di lingkup kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat. 3. Secara umum alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Sulawesi Barat pada tahun 2013 lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan, jaringan air minum, jaringan listrik serta pembangunan sarana penunjang lainnya. Jika dilihat dari 10 Satuan Kerja yang mengelola anggaran infrastruktur yang paling besar adalah Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sulawesi Barat dengan anggaran yang dikelola sebesar Rp419.492.392.000,- diikuti dengan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp180.035.428.000,- dan Satker SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Pompengan-Jenebereng Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp156.158.917.000,-dengan realisasi rata-rata 84% dengan tanpa blokir anggaran. 4. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor andalan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2013 dengan anggaran yang tidak begitu besar bila dibandingkan dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama atau Kementerian Perhubungan tapi mempunyai pengaruh besar bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat. Sektor pertanian merupakan salah satu penyumbang perekonomian di Provinsi Sulawesi Barat. 5.2. Rekomendasi 1. Untuk percepatan pelaksanaan kegiatan dan percepatan realisasi anggaran, kepada pihak eselon I Kementerian/Lembaga agar dalam mengajukan usulan kegiatan ke Direktorat Jenderal Anggaran, data dan persyaratan yang ditentukan sudah lengkap dan benar sehingga dapat meminimalkan blokir dana yang ada dalam DIPA yang akan diajukan. 2. Untuk keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan maka direkomendasikan pihak DJA dan eselon I Kementerian/Lembaga agar alokasi Belanja Modal yang diberikan dalam APBN-P sedapat mungkin dihindari untuk pembangunan gedung dan jaringan sehingga alokasi anggaran yang diberikan dalam APBN-P dapat terserap dengan optimal. 3. Agar diperoleh sinergi yang positif antara alokasi anggaran dari APBN dan APBD maka perlu dibentuk tim konsolidasi perencanaan anggaran antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terutama terkait dengan alokasi dana pada DIPA Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama sehingga dapat saling melengkapi dan tidak terjadi tumpang tindih pengalokasian anggaran ataupun kekosongan alokasi anggaran pada suatu kegiatan tertentu. 4. Perlu dilakukan kajian mendalam terkait alokasi anggaran pada sektor pertanian di beberapa kabupaten/kota untuk penajaman kegiatan ataupun redistribusi alokasi anggaran yang diarahkan pada peningkatan produktivitas hasil pertanian sesuai dengan karakteristik pertanian pada masing-masing daerah .
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5. Direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat membantu dalam mencari jalan keluar terhadap hal-hal yang menghambat pelaksanaan proyek strategis nasional yang dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Barat.



Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2013 Kanwil Provinsi Sulawesi Barat



30



DAFTAR PUSTAKA Analisis



Kebijakan



Fiskal/Keuangan



dan



Ekonomi



Makro,



Direktorat



Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, 2009. Berita Resmi Statistik, BPS Provinsi Sulawesi Barat Nomor 12/02/76/Th.VIII, Pertumbuhan Ekonomi Silawesi Barat Triwulan IV Tahun 2013, 5 Februari 2014. Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik Nomor 11/02/Th.XVII, 5 Februaru 2014, Pertumbuhan PDB Tahun 2013 Mencapai 5,78 Persen Data Pokok APBN 2006-2012, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2013 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2013. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012. Rencana Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2013. Sukirno, Sadono, Pengantar Ekonomi Makro, Jogjakarta, BPFE, 2003 Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE- 54/PB/2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran dan Spending Review Tahun. Guideline (Pedoman) Penyusunan Reviu Pelaksanaan Anggaran Wilayah Tahun 2013 Edisi November 2013. Undang-Undang No. 17



Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286. Undang-Undang



No. 1



Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355.



Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2013 Kanwil Provinsi Sulawesi Barat



31



LAMPIRAN KDSATKER



KDAKUN



PAGU



BLOKIR



REALISASI



SELISIH



984767



521115



51.000.000



0



44.800.000



6.200.000



984767



521211



2.876.000



0



2.600.000



276.000



984767



522141



4.500.000



0



3.000.000



1.500.000



984767



522151



8.100.000



0



6.900.000



1.200.000



984767



524119



74.870.000



0



71.975.500



2.894.500



984767



524114



18.168.000



0



17.620.000



548.000



984767



524119



90.902.000



0



48.803.500



42.098.500



984767



511111



273.048.000



0



302.482.940



(29.434.940)



984767



511119



9.000



0



7.865



1.135



984767



511121



19.279.000



0



16.977.370



2.301.630



984767



511122



3.799.000



0



3.394.372



404.628



984767



511123



137.950.000



0



82.080.000



55.870.000



984767



511125



7.035.000



0



6.717.384



317.616



984767



511126



18.564.000



0



18.292.500



271.500



984767



511129



175.300.000



0



137.742.000



37.558.000



984767



511151



23.920.000



0



25.360.000



(1.440.000)



984767



512411



557.900.000



0



550.300.000



7.600.000



984767



521211



36.975.000



0



36.584.000



391.000



984767



524114



97.410.000



0



84.620.000



12.790.000



984767



524119



69.813.000



0



26.459.600



43.353.400



984767



521115



23.940.000



0



20.520.000



3.420.000



984767



521211



9.997.000



0



9.900.000



97.000



984767



521219



4.241.730.000



0



3.331.226.580



910.503.420



984767



524119



119.200.000



0



107.855.455



11.344.545



984767



532111



67.000.000



0



66.000.000



1.000.000



984767



521211



9.006.000



0



9.003.000



3.000



984767



524114



48.195.000



0



40.440.000



7.755.000



984767



524114



37.800.000



0



-



37.800.000



984767



524119



19.000.000



0



11.018.500



7.981.500



984767



521211



9.850.000



0



9.800.000



50.000



Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2013 Kanwil Provinsi Sulawesi Barat



32



KDSATKER



KDAKUN



PAGU



BLOKIR



REALISASI



SELISIH



984767



524114



53.700.000



0



27.900.000



25.800.000



984767



524119



35.280.000



0



-



35.280.000



984767



521211



11.618.000



0



5.000.000



6.618.000



984767



524114



160.200.000



0



109.410.000



50.790.000



984767



524119



102.354.000



0



75.040.600



27.313.400



984767



521211



11.618.000



0



7.800.000



3.818.000



984767



524119



26.384.000



0



20.152.200



6.231.800



984767



521211



59.691.000



0



40.288.000



19.403.000



984767



521213



103.600.000



0



84.700.000



18.900.000



984767



521219



233.910.000



0



157.115.000



76.795.000



984767



522141



36.000.000



0



15.000.000



21.000.000



984767



524114



108.300.000



0



86.000.000



22.300.000



984767



524119



368.459.000



0



237.144.600



131.314.400



984767



521211



6.670.000



0



2.800.000



3.870.000



984767



522141



9.000.000



0



-



9.000.000



984767



524114



40.750.000



0



-



40.750.000



984767



524119



18.231.000



0



-



18.231.000



984767



521211



9.147.000



0



8.100.000



1.047.000



984767



521213



2.650.000



0



-



2.650.000



984767



522191



4.000.000



0



1.200.000



2.800.000



984767



524119



8.830.000



0



6.226.100



2.603.900



984767



521211



2.074.000



0



1.774.000



300.000



984767



521213



9.450.000



0



9.050.000



400.000



984767



521219



226.880.000



0



215.860.000



11.020.000



984767



522151



144.000.000



0



56.000.000



88.000.000



984767



524119



71.580.000



0



62.356.700



9.223.300



984767



521211



23.845.000



23.845.000



-



23.845.000



984767



521213



11.700.000



11.700.000



-



11.700.000



984767



522119



16.000.000



16.000.000



-



16.000.000



984767



522141



25.430.000



25.430.000



-



25.430.000



984767



524119



33.000.000



33.000.000



-



33.000.000



984767



521211



4.410.000



0



2.940.000



1.470.000



Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2013 Kanwil Provinsi Sulawesi Barat



33



KDSATKER



KDAKUN



PAGU



BLOKIR



REALISASI



SELISIH



984767



521213



9.450.000



0



9.150.000



300.000



984767



524119



3.150.000



0



350.000



2.800.000



984767



521211



6.222.000



0



6.222.000



-



984767



521213



4.950.000



0



4.950.000



-



984767



524119



35.720.000



0



34.203.500



1.516.500



984767



521211



50.053.000



0



39.151.000



10.902.000



984767



521219



337.835.000



0



246.710.000



91.125.000



984767



522151



63.000.000



0



32.550.000



30.450.000



984767



522191



225.000.000



0



136.935.000



88.065.000



984767



524119



307.693.000



0



217.128.300



90.564.700



984767



521211



40.418.000



0



18.550.000



21.868.000



984767



524119



159.752.000



0



158.178.100



1.573.900



984767



521211



30.216.000



0



30.207.000



9.000



984767



524119



86.800.000



0



31.892.800



54.907.200



984767



521111



132.400.000



0



130.127.000



2.273.000



984767



521114



3.000.000



0



211.850



2.788.150



984767



521115



79.230.000



0



76.483.000



2.747.000



984767



521119



20.960.000



2.300.000



18.660.000



2.300.000



984767



522111



36.000.000



0



26.756.000



9.244.000



984767



522112



36.000.000



0



18.055.000



17.945.000



984767



523111



69.000.000



0



65.275.000



3.725.000



984767



523121



99.715.000



0



99.039.842



675.158



984767



524111



32.640.000



0



31.745.800



894.200



984767



532111



31.000.000



0



6.000.000



25.000.000



984767



533111



2.703.353.000



0



2.698.019.000



5.334.000



984767



533113



39.999.000



0



7.620.000



32.379.000



984767



533115



206.648.000



0



186.500.000



20.148.000



984767



533118



0



0



25.700.000



(25.700.000)



984767



521211



1.000.000



0



-



1.000.000



984767



524119



37.650.000



0



17.853.000



19.797.000



984767



521211



2.358.000



0



-



2.358.000



984767



524119



10.000.000



0



-



10.000.000



Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2013 Kanwil Provinsi Sulawesi Barat



34



KDSATKER



KDAKUN



PAGU



BLOKIR



REALISASI



SELISIH



984767



521211



2.000.000



0



1.000.000



1.000.000



984767



521213



9.850.000



0



8.915.000



935.000



984767



524114



82.320.000



0



54.525.000



27.795.000



984767



524119



35.848.000



0



7.011.500



28.836.500



984767



521211



4.400.000



0



3.850.000



550.000



984767



524114



115.380.000



0



31.250.000



84.130.000



984767



524119



144.418.000



0



118.283.500



26.134.500



984767



521211



18.039.000



0



8.300.000



9.739.000



984767



521219



12.840.000



0



2.500.000



10.340.000



984767



524119



133.755.000



0



92.793.000



40.962.000



984767



521211



2.000.000



0



-



2.000.000



984767



524119



12.814.000



0



-



12.814.000



984767



521211



37.866.000



0



32.747.000



5.119.000



984767



521219



79.200.000



0



76.800.000



2.400.000



984767



524119



52.200.000



0



3.860.000



48.340.000



984767



524119



34.000.000



0



8.737.900



25.262.100



984767



521211



29.812.000



0



-



29.812.000



984767



521213



37.800.000



0



23.700.000



14.100.000



984767



524119



51.000.000



0



15.323.500



35.676.500



984767



521211



1.481.000



0



-



1.481.000



984767



521211



134.826.000



0



133.189.000



1.637.000



984767



521219



658.270.000



0



445.260.000



213.010.000



984767



522191



148.200.000



0



147.900.000



300.000



984767



524111



60.398.000



0



36.231.700



24.166.300



984767



524119



114.188.000



0



84.649.900



29.538.100



984767



521211



8.360.000



0



4.820.000



3.540.000



984767



522141



6.000.000



0



3.000.000



3.000.000



984767



524114



22.000.000



0



5.500.000



16.500.000



984767



524119



36.500.000



0



36.440.000



60.000



984767



521211



28.304.000



0



18.500.000



9.804.000



984767



521219



205.200.000



0



116.890.000



88.310.000



984767



524119



70.670.000



0



15.874.400



54.795.600



Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2013 Kanwil Provinsi Sulawesi Barat



35



KDSATKER



KDAKUN



PAGU



BLOKIR



REALISASI



SELISIH



984767



521211



70.565.000



0



52.825.000



17.740.000



984767



521219



80.000.000



0



58.595.000



21.405.000



984767



522151



5.400.000



0



3.600.000



1.800.000



984767



522191



794.500.000



0



678.700.000



115.800.000



984767



524119



152.037.000



0



90.739.500



61.297.500



17.620.052.000



112.275.000



13.120.871.858



3.508.678.142



Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2013 Kanwil Provinsi Sulawesi Barat



36



























[image: SELF-CONSISTENT QUASIPARTICLE RPA FOR ...]
SELF-CONSISTENT QUASIPARTICLE RPA FOR ...












[image: RPA - Legislative One Sheet.pdf]
RPA - Legislative One Sheet.pdf












[image: Reading Placement Appraisal (RPA) Numbers]
Reading Placement Appraisal (RPA) Numbers












[image: 1 IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT ... - RPA advisor]
1 IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT ... - RPA advisor












[image: 1 IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT ... - RPA advisor]
1 IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT ... - RPA advisor












[image: RPA News 992 February 2017.pdf]
RPA News 992 February 2017.pdf












[image: Instructions to Student-End Semester Examination (Higher Semester ...]
Instructions to Student-End Semester Examination (Higher Semester ...












[image: Semester 1 Review Questions Semester 1 Review Questions]
Semester 1 Review Questions Semester 1 Review Questions












[image: Instructions to Student-End Semester Examination (Higher Semester ...]
Instructions to Student-End Semester Examination (Higher Semester ...












[image: Semester Structer]
Semester Structer












[image: Semester - 8 -]
Semester - 8 -












[image: Semester -]
Semester -












[image: City Semester]
City Semester












[image: Mid Semester Exam]
Mid Semester Exam












[image: ICTEd_525_2nd semester Advanced Database Management ...]
ICTEd_525_2nd semester Advanced Database Management ...












[image: CS6401 Spring Semester 2016 Syllabus]
CS6401 Spring Semester 2016 Syllabus












[image: Mid Semester Exam]
Mid Semester Exam












[image: Semester-6.pdf.pdf]
Semester-6.pdf.pdf












[image: SEMESTER 1 REVIEW.pdf]
SEMESTER 1 REVIEW.pdf












[image: B.Pharm. Regular Exam Semester]
B.Pharm. Regular Exam Semester












[image: september 2013 semester -]
september 2013 semester -












[image: IA Semester V.pdf]
IA Semester V.pdf












[image: BTech Supplementary Exam Semester]
BTech Supplementary Exam Semester















RPA SEMESTER II.pdf






PROVINSI SULAWESI BARAT : MENUJU PELAKSANAAN ANGGARAN. YANG EFEKTIF DAN EFISIEN. Page 3 of 43. RPA SEMESTER II.pdf. RPA SEMESTER ... 






 Download PDF 



















 2MB Sizes
 3 Downloads
 276 Views








 Report























Recommend Documents







[image: alt]





SELF-CONSISTENT QUASIPARTICLE RPA FOR ... 

Jul 3, 2007 - At large values of G, predictions by all approximations and the exact solution coalesce into one band, whose width vanishes in the limit. G â†’ âˆž.














[image: alt]





RPA - Legislative One Sheet.pdf 

Emily Murphy, Lobbyist, [email protected], (206) 307-1886. Elissa Goss, Political Director, [email protected], (206) 624-1990. SB6219: Washingtonians deserve the freedom to be able to make the. health care choices that are 














[image: alt]





Reading Placement Appraisal (RPA) Numbers 

Reading Placement Appraisal (RPA) Numbers. Spring '09. Fall '09. Spring '10. Fall '10 (incomplete). L. ARL =3.09. AVL =4.94. 9. ARL =4.55. AVL =6.66. 90.














[image: alt]





1 IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT ... - RPA advisor 

38/2014. BETWEEN: M/s. Canara Housing Development Company ..... any other income which comes to his notice. (e). No costs. SD/-. JUDGE. SD/-. JUDGE. VP.














[image: alt]





1 IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT ... - RPA advisor 

Canara Housing Development Company. No.10/1, Lakshminarayana Complex,. Palace Road,. Bangalore 560 052. â€¦Appellant. (By Sri J. Balachander, Adv.).














[image: alt]





RPA News 992 February 2017.pdf 

There was a problem loading this page. RPA News 992 February 2017.pdf. RPA News 992 February 2017.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu.














[image: alt]





Instructions to Student-End Semester Examination (Higher Semester ... 

Retrying... Whoops! There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Instructions to Student-End Semester Examination (Higher Semester).pdf. Instructions to 














[image: alt]





Semester 1 Review Questions Semester 1 Review Questions 

To help you prepare for the semester exam, please answer the questions below. ... List the steps of the Scientific Method. ... When and why do we collect data?














[image: alt]





Instructions to Student-End Semester Examination (Higher Semester ... 

Instructions to Student-End Semester Examination (Higher Semester).pdf. Instructions to Student-End Semester Examination (Higher Semester).pdf. Open.














[image: alt]





Semester Structer 

TECHNICAL EXAMINATIONS BOARD, GUJARAT STATE, GANDHINAGAR. PROGRAMME STRUCTURE FOR SEMESTER SYSTEM. DIPLOMA IN COMPUTER ...














[image: alt]





Semester - 8 - 

Engineering. 11EI601 Process Control. 11MT601. 11MT602 Power Electronics and. Drives. 11MT011 Applied Finite. Element Analysis. 11ME604 Fluid Power ...














[image: alt]





Semester - 

14CET34 Concrete Technology 14CET33 Mechanics of Fluids. 14CET35 ... 14MET33 Fluid Mechanics and .... 14BCT31 Operating Systems 14BCT32 Computer.














[image: alt]





City Semester 

Like other semester programs, City Semester offers a .... two days in the field (including a bus tour of affordable housing in which we will speak to residents and ...














[image: alt]





Mid Semester Exam 

MATH-I, September 8, 2015. Part-II. Time: 90 minutes, Maximum Marks: 20. Instructions: You should attempt all questions. Your writing should be legible and ...














[image: alt]





ICTEd_525_2nd semester Advanced Database Management ... 

5.9 Distributed Serializability. 5.10 Classification of Concurrency Control Techniques ... 7.5 Global Query Optimization Algorithms. 7.6 Distributed Database Security. 7.7 View Management ... Laboratory Work with oracle latest version: Page 3 of 6. I














[image: alt]





CS6401 Spring Semester 2016 Syllabus 

course is the second in a two-course sequence on EC (the first course is COMP SCI 5401 (348) -. Evolutionary ... Implementation may be done in any and all programming languages. Course ... 315 Computer Science Building. Office hours.














[image: alt]





Mid Semester Exam 

MATH-I, September 8, 2015. Part-II. Time: 60 minutes, Maximum Marks: 25. Instructions: You should attempt all questions. Your writing should be legible and ...














[image: alt]





Semester-6.pdf.pdf 

The IT project development involves. part or all phases of System Development Life Cycle (SDLC), thus. providing student with experience of analyzing, ...














[image: alt]





SEMESTER 1 REVIEW.pdf 

Page 2 of 15. Chapter P. 1. Determine which numbers in the set are. natural number,. 16,16,15, 64,0, 6, 65. a). 16,15, 64,0, 65. b). 16,15, 64. c). 16,15,0. d). 16,15. e) 16,16,15,0, 6. 2. Which graph represents inequality. 6 1 x ? 3. Evaluate the ex














[image: alt]





B.Pharm. Regular Exam Semester 

WAGHODIA, VADODARA. Practical Exam. Page 1 of 1. Practical_Exam_Schedule_B_PHARM_Regular_Exam_Semester_1_Winter_2016_17_23_PIPR.pdf.














[image: alt]





september 2013 semester - 

Jan 4, 2014 - b. Appraise how a production engineer implements the Pareto Laws in order to improve the varÃ�ous components of quality costs and strategy for reducing the quality cost in an organization. ln addition how would you link Joseph M, Juran,














[image: alt]





IA Semester V.pdf 

24 October 2017. Saheli Biswas. 19 September 2017. Nitoo Das (CT). Paper 4 DCE: Nineteenth Century. European Realism. 7 October 2017. Mantra Mukim (A). 20 October 2017. Rajorshi Das. Paper 5 DCE: Science Fiction and. Detective Literature. 9 October 2














[image: alt]





BTech Supplementary Exam Semester 

04-07-2017 03104203 Structural Analysis - I Viva. 05-07-2017 03104204 Concrete Technology Viva. Branch : COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING.


























×
Report RPA SEMESTER II.pdf





Your name




Email




Reason
-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint





Description















Close
Save changes















×
Sign In






Email




Password







 Remember Password 
Forgot Password?




Sign In



















Information

	About Us
	Privacy Policy
	Terms and Service
	Copyright
	Contact Us





Follow us

	

 Facebook


	

 Twitter


	

 Google Plus







Newsletter























Copyright © 2024 P.PDFKUL.COM. All rights reserved.
















